BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan sebelumnya, maka penulis

dapat menyimpulkan bahwa ;
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1.1.2

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membatasi usia perkawinan
Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak
pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai pada usia 16 tahun, dan
Pasal 6 ayat 2 UU perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang
yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang
tua. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia
pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini
di maksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi
fisik, psikis dan mental. Berdasarkan tujuan perkawinan yaitu mencapai
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmabh.

Negara harus memiliki peran penting, bertindak tegas dan konsisten
terhadap upaya-upaya yang melemahkan institusi perkawinan. Peran
Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur
yaitu dengan cara pendekatan yang lebih manusiawi yakni melalui

pendekatan secara perorangan maupun secara keluarga, Pembinaan Calon
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Pengantin, Penyuluhan Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak (GKIA),
Penyuluhan Keluarga Sakinah, dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan
Narkotika.

1.1.3 Perkawinan di bawah umur jelas beresiko lebih besar dari pada
perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan di bawah
umur tidak hanya berdampak negatif terhadap pasangan suami isteri,
tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan di bawah umur,
keluarga dan masyarakat. Dampak-dampak dari perkawinan di bawah
umur yakni dampak terhadap faktor hukum, dampak terhadap faktor
biologis, dampak terhadap faktor psikologi, dan dampak kelangsungkan
rumah tangga.

1.1.4 Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu
1. Faktor Rendahnya Kualitas Pendidikan

2. Faktor Ekonomi

w

. Faktor lingkungan
4. Faktor lainnya
5.2 Saran
5.2.1 Pengadilan Agama hendaknya tidak mudah memberikan izin perkawinan
di usia muda kepada pihak pemohon, hendaknya sebelum memberikan
izin perkawinan harus di timbang dengan benar manfaat, dan

mudharatnya bagi yang akn menikah.
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.25

5.2.6

Pemerintah dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Di KUA Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo harus tegas dalam memperlakukan UU No
1 Tahun 1974, dan hendanknya benar-benar menanyakan dengan teliti
usia asli yang akan melangsungkan perkawina sehingga apabila terhadap
permohonan dalam pembuat surat keterangan usia benar-benar berisikan
usia asli, hal ini bertujuan agar tidak ada pemalsuan usia yang digunakan
untuk melangsungkan perkawinan.

Perlu kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam mengawasi
praktek perkawinan di bawah umur.

Perlu ada kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan di bawah
umur baik dari segi hukum maupun segi kesehatan itu sendiri.

perlu ada pengaturan yang jelas antara hak asasi individu dan hak asasi
anak itu sendiri, sehingga argument yang menyatakan perkawinan
merupakan hak pribadi tidak dapat di pertentangkan dengan hak anak itu
sendiri.

Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur sebaiknya
di perhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. karena
banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan di bawah umur karena

diseebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai
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rumah tangga, sebaiknya pula di pertimbangkan segi keuntungan dan segi

kerugian dari perkawinan di bawah umur.
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